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Pendahuluan 

Pandemi virus korona telah mendatangkan malapetaka pada kesehatan masyarakat di sebagian besar 
negara. Namun, virus ini telah menyebabkan kehancuran tertentu di lima negara demokrasi terpadat dan 
kuat di dunia: Amerika Serikat, Brasil, India, Indonesia, dan Filipina. Kelimanya merupakan negara dengan 
jumlah kematian dan beban kasus tertinggi dari COVID-19 di seluruh dunia, dan telah mengalami kesulitan 
untuk mengendalikan pandemi. 1  Demokrasi bukanlah alasan kegagalan sistem kesehatan masyarakat 
mereka. Negara demokrasi lain, mulai negara terkonsolidasi dan kaya seperti Jerman dan Taiwan hingga 
negara yang goyah secara politik dan berpenghasilan menengah seperti Thailand, telah mengembangkan 
tanggapan efektif yang meminimalkan jumlah korban akibat virus.2 Beberapa negara demokrasi, seperti 
Australia dan Kanada, tidak hanya menghasilkan tanggapan kesehatan masyarakat yang efektif tetapi juga 
mengambil langkah yang kuat dalam menanggulangi efek pandemi pada ketimpangan.3 Beberapa negara 
otoriter, seperti Vietnam, telah mengadopsi kebijakan yang membatasi penyebaran virus; beberapa negara 
otoriter lainnya, termasuk Iran dan Rusia, telah gagal dalam menangani pandemi.4 
 Sebaliknya, tingginya ketimpangan sosial dan ekonomi di lima negara dengan beragam etnis dan ras ini 
telah membuat pandemi lebih sulit dikendalikan. Negara-negara ini telah gagal menangani virus korona 
sebagian karena mereka tidak pernah mengatasi perpecahan internal historis mereka, yang secara kasar 
telah diungkapkan oleh COVID-19. Selain itu, para pemimpin di sejumlah negara ini yang telah menyerang 
sistem politik dan kohesi sosial telah menghambat tanggapan terhadap pandemi.5 

Selain menyibak adanya ketimpangan dan menghancurkan sistem kesehatan masyarakat, pandemi 
memiliki dua efek berbahaya di semua negara berikut: COVID-19 sebenarnya telah memperburuk 
ketimpangan sosial ekonomi, mungkin untuk beberapa tahun mendatang, dan secara signifikan 
mempertajam kemunduran demokrasi. Di lima negara ini, beban kasus dan kematian akibat virus korona 
baru paling banyak menimpa ras, etnis, dan terkadang agama minoritas serta orang miskin; masyarakat 
miskin dan minoritas secara signifikan saling tumpang tindih, dan banyak pula dari mereka yang memiliki 
kondisi kesehatan bawaan sehingga lebih rentan mengalami sakit parah atau kritis akibat COVID-19. 6 
Tampaknya, pandemi memperkuat ketimpangan ekonomi dan sosial. Beberapa pemimpin pun mengambil 
sejumlah langkah era pandemi yang semakin merugikan kelompok miskin dan minoritas.7 Lebih lanjut, 
seperti yang kerap terjadi selama keadaan darurat besar sebelumnya, para pemimpin politik memanfaatkan 
kondisi genting tersebut untuk merusak norma dan lembaga demokrasi—di lima negara demokrasi ini dan 
di seluruh dunia.8 

Layaknya berbagai krisis yang terjadi sebelumnya, pandemi virus korona pada saat bersamaan telah 
menyebabkan kerusakan ini dan menawarkan kesempatan bagi masyarakat untuk bahu-membahu dan 
berpikir terbuka tentang kemungkinan reformasi kebijakan. Beberapa politikus mendapati bahwa 
menggalakkan reformasi kebijakan utama setelah terjadinya pandemi yang meluluhlantakkan negara dapat 
mendongkrak popularitas mereka dan meraih dukungan dalam kursi politik; di sejumlah negara demokrasi 
yang lebih kecil, seperti Selandia Baru, politikus yang menjaga kesatuan dan kesetaraan sosial serta 
merangkul reformasi besar selama pandemi berhasil meraih kemenangan pada pemilihan umum.9 Kendati 
tidak semua solusi dapat diterapkan di lima negara demokrasi ini, pembuat kebijakan dapat memanfaatkan 
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keadaan darurat pandemi untuk menggalakkan reformasi struktural berskala besar guna membalikkan 
kemunduran demokratis dan mengatasi aspek ketimpangan sosial ekonomi. Karena kelima negara ini 
merupakan negara demokrasi terbesar dan terkuat di dunia, setiap langkah yang mereka ambil untuk 
mengatasi ketimpangan dan memerangi kemunduran demokrasi akan menjadi contoh bagi negara lain di 
seluruh dunia. Akan tetapi, jika mereka membiarkan COVID-19 memperburuk ketimpangan dan 
mempercepat kemunduran demokrasi, hal ini juga akan menjadi contoh bagi negara lain.  
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Negara Demokrasi Besar, Masalah Besar 

Meskipun mereka memiliki sejarah yang sangat beragam—dan Amerika Serikat serta India memiliki tradisi 
demokrasi yang lebih lama daripada tiga negara lainnya—Amerika Serikat, Brasil, India, Indonesia, dan 
Filipina dianggap sebagai negara demokrasi yang stabil pada awal tahun 2010-an. Kelima negara tersebut 
telah menyelenggarakan beberapa pemilihan yang bebas dan adil dan menikmati peralihan kekuasaan 
secara damai ke politikus oposisi.10 Namun demikian, kendati situasinya relatif stabil, negara demokrasi 
besar ini juga memiliki tingkat ketimpangan sosial ekonomi yang tinggi—dan pemimpin saat ini yang 
menolak sistem politik mereka. Setelah membandingkan tanggapan ketiga negara ini terhadap pandemi 
virus korona yang melanda, ada sejumlah pelajaran umum dan menarik yang dapat ditarik. 

Faktor historis yang menghubungkan ketimpangan penghasilan dan minoritas tidak sama persis di 
masing-masing negara ini. Sejarah perbudakan Amerika Serikat dan Brasil masih membentuk masyarakat 
dan ekonomi, sementara sistem kasta India dan aturan kolonial lama melahirkan ketimpangan dan 
perpecahan. Filipina mempertahankan warisan konsentrasi kekayaan yang berasal dari era kolonialisme 
Spanyol; mengikuti aturan Spanyol, sekelompok kecil elite Filipina mendominasi perekonomian negara 
ini.11 Di Indonesia, pemerintahan diktator Soeharto menciptakan pertumbuhan yang konsisten dan kuat 
serta memupuk kesetaraan ekonomi, namun juga melahirkan monopoli kleptokratis di berbagai industri. Di 
era pasca-Soeharto, monopoli tersebut mendominasi berbagai sektor ekonomi, dan ketimpangan pun 
melambung tinggi.12 

Saat ini, mereka mengalami masalah ketimpangan yang cukup besar. Amerika Serikat adalah negara 
dengan tingkat ketimpangan ekonomi paling tinggi di antara tujuh negara berkembang di Group of Seven. 
Brasil adalah salah satu negara yang dengan tingkat ketimpangan ekonomi tertinggi di Amerika Latin, 
terlepas dari upaya suksesi pemerintah Brasil untuk menggunakan bantuan tunai dan program lain demi 
memerangi ketimpangan, dan Filipina juga memiliki ketimpangan pendapatan yang tinggi.13 Baik Indonesia 
maupun India sama-sama menghadapi ketimpangan pendapatan yang meningkat tajam.14 Di negara yang 
beragam ini, etnis, agama, dan ras minoritas selalu menjadi bagian dari warga miskin dan kerap kali 
menderita karena harapan hidup yang lebih rendah, akses ke perawatan kesehatan dan pendidikan yang 
lebih sedikit, dan tingkat penahanan yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang dari kelompok mayoritas.  

Sebelum COVID-19 muncul, banyak pemimpin politik di negara-negara ini mengambil langkah yang 
justru memperdalam jurang ketimpangan, dan pada akhirnya menjadikan tanggapan terhadap pandemi 
kian sulit dilakukan. Pemerintahan Donald J. Trump misalnya, berulang kali berupaya melemahkan 
Affordable Care Act (ACA), yang telah membantu memperluas akses ke asuransi kesehatan, terutama di 
kalangan minoritas dan penduduk miskin. (Keputusan Pengadilan Tertinggi tentang kasus ini akan dirilis 
pada tahun 2021.) Pembatalan ACA akan membuat lebih dari dua puluh satu juta warga Amerika yang 
sebagian besar berpenghasilan rendah kehilangan asuransi kesehatan. 15  Pemerintahan Trump juga 
mengambil pendekatan garis keras terhadap pemolisian dan hak suara, menolak untuk mendukung 
reformasi kepolisian, dan berusaha mengacaukan hak suara dengan berbagai cara. Dampak penindasan 
pemilih ini begitu besar bagi masyarakat miskin dan minoritas.16 Di Filipina, “perang” pemerintah Rodrigo 
Duterte terhadap narkoba, yang sebagian besar terdiri dari pembunuhan di luar hukum yang disetujui 
negara, telah memakan begitu banyak korban bagi masyarakat miskin Filipina. Meskipun Duterte telah 
menegaskan bahwa “perang” narkoba akan menargetkan pengedar narkoba kelas berat, sebuah studi 
komprehensif oleh Amnesty International menemukan bahwa “perang” tersebut secara tidak proporsional 
menargetkan warga miskin dan menyebutnya sebagai “upaya pembunuhan berskala besar”.17 
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 Para pemimpin terkini di negara demokrasi besar ini juga menggunakan retorika publik untuk 
memecah belah dan mempolarisasi masyarakat, yang sering kali merugikan kelompok minoritas. Di 
Twitter, Presiden Trump kerap berujar bahwa politikus dengan kulit non-putih seperti kandidat gubernur 
Georgia Stacey Abrams dan Perwakilan New York Alexandria Ocasio-Cortez tidak memenuhi syarat untuk 
menjabat dan harus dihindari; ia pun tak jarang menjelekkan imigran Amerika Latin dan minoritas lainnya 
dan menyebutkan bahwa mereka berbahaya bagi Amerika Serikat. 18  Presiden Brasil Jair Bolsonaro 
mengungkapkan bahwa penduduk asli Brasil sekarang “telah berkembang [menjadi] manusia” dan 
menyayangkan bahwa kavaleri Brasil tidak memusnahkan lebih banyak masyarakat asli selama penaklukan 
di aman Brasil.19 Demonisasi Bolsonaro terhadap penduduk asli dan pengusiran perlindungan untuk Hutan 
Hujan Amazon telah berkontribusi terhadap gelombang penambangan dan penghijauan ilegal serta 
lonjakan kekerasan terhadap warga asli di lembah sungai Amazon.20 Beberapa pengikut terdekat Perdana 
Menteri India Narendra Modi, termasuk Yogi Adityanath, kepala menteri negara bagian besar Uttar 
Pradesh, menyebut komunitas Muslim India yang terdiri dari sekitar dua ratus juta orang sebagai “virus” di 
negara ini.21 Kecaman terhadap Muslim oleh anggota terkemuka partai Modi serta kegagalan pemerintahan 
Modi untuk mengendalikan kekerasan anti-Muslim telah menimbulkan peningkatan gelombang kejahatan 
rasial anti-Muslim.22 
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Ketimpangan Menghambat Upaya Melawan COVID-19  

 
Ketimpangan ekonomi dan sosial yang begitu parah di Amerika Serikat, Brasil, India, Indonesia, dan Filipina 
telah menghambat tanggapan mereka terhadap pandemi. Karena banyak dari negara demokratis tersebut 
memiliki sistem perawatan kesehatan yang tidak berfungsi efektif bagi orang-orang berpenghasilan rendah, 
termasuk minoritas, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya dengan cepat menjadi kewalahan ketika 
virus menyebar ke daerah yang lebih miskin di negara tersebut—di mana orang-orang lebih mungkin untuk 
tertular COVID-19 karena tidak dapat bekerja dari jarak jauh. Di berbagai tempat seperti Midwest bagian 
atas pedesaan Amerika Serikat, sejumlah kota dalam Brasil atau provinsi miskin Amazonas, dan lingkungan 
termiskin di India, rumah sakit yang kewalahan dan pengaturan layanan kesehatan lainnya tidak dapat 
menahan laju virus, yang memungkinkan COVID-19 menyebar lebih cepat. Siklus tersebut kemudian 
berulang, dan, karena warga yang berpenghasilan rendah tidak tinggal di satu daerah—di India, misalnya, 
orang miskin telah bermigrasi ke seluruh negeri sejak COVID-19 menyerang, mereka berupaya mencari 
pekerjaan—mereka pun lalu menyebarkan virus dan menghambat berbagai upaya tanggapan nasional. 

Kebijakan yang memperdalam ketimpangan sering kali memperburuk situasi. Misalnya, kampanye 
pemerintahan Trump melawan ACA dan penolakan beberapa negara bagian yang dipimpin oleh Partai 
Republik untuk memperluas Medicaid agar warga yang lebih miskin dapat mengakses ACA, membuat 
jumlah penduduk Amerika yang tidak diasuransikan tetap tinggi dan menghambat upaya tanggapan 
terhadap pandemi.23 Kurang umumnya cuti sakit di Amerika Serikat, Brasil, India, Indonesia, dan Filipina 
untuk pekerja berpenghasilan rendah, yang kerap bekerja di sektor informal, menyiratkan arti bahwa, 
selama pandemi, pria dan wanita dari golongan yang lebih miskin sering kali tetap bekerja bahkan ketika 
mereka tahu bahwa mereka mungkin telah terinfeksi, karena mereka tidak bisa kehilangan pekerjaan.24  

Ketimpangan historis juga menghambat peluncuran vaksin di berbagai negara ini, meskipun kampanye 
vaksinasi sekarang menjadi senjata terbaik untuk mengendalikan pandemi. Banyak populasi minoritas di 
Amerika Serikat memendam ketidakpercayaan yang mendalam terhadap upaya kesehatan masyarakat dari 
pemerintah, karena dampak rasisme sistemis yang bertahan lama dan sejarah pemerintah A.S. yang 
melakukan eksperimen ilegal pada minoritas (seperti studi Tuskegee, di mana pengobatan untuk laki-laki 
kulit hitam yang menderita sifilis ditolak untuk mempelajari efek penyakitnya) dan menunjukkan 
ketidaktertarikan pada masalah yang merusak kesehatan masyarakat minoritas (seperti krisis air di Flint, 
Michigan). Sebuah studi tentang pandangan vaksinasi yang dilakukan oleh Kaiser Family Foundation 
menunjukkan skeptisisme besar terhadap vaksin COVID-19 di antara warga kulit hitam Amerika, dengan 
hampir 50 persen mengatakan mereka tidak mau divaksin “bahkan jika para ilmuwan menganggapnya 
aman dan tersedia secara gratis untuk siapa pun yang menginginkannya”.25 Sebuah studi yang dilakukan 
oleh Pew Research Center menyebutkan tingkat skeptisisme vaksin yang sama tingginya di antara orang 
kulit hitam dan Amerika Latin.26 Ketidakpercayaan semacam ini mempersulit proses vaksinasi untuk cukup 
banyak orang demi mencapai kekebalan kelompok.  

Sekalipun kelompok minoritas di Amerika Serikat ingin mendapatkan vaksinasi, peluncuran vaksin AS 
yang kacau, terdesentralisasi, dan sering kali berpusat pada internet sering kali mempermudah orang 
Amerika kulit putih yang lebih kaya untuk membuat janji temu dan mendapatkan vaksin. Berbagai 
penelitian menunjukkan bahwa orang kulit hitam Amerika mendapatkan vaksinasi pada tingkat yang jauh 
lebih rendah daripada orang kulit putih Amerika, meskipun secara proporsional, populasi kulit hitam yang 
terserang COVID-19 jauh lebih tinggi, dan bahkan di lingkungan yang lebih miskin dan didominasi 
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minoritas, persentase vaksin yang tinggi juga terjadi pada orang kulit putih, orang Amerika yang lebih kaya 
(sering kali dari wilayah lain), yang memiliki mobil, akses internet, dan waktu untuk melakukan perjalanan 
ke lingkungan yang lebih miskin dan mendaftar untuk vaksinasi.27 Proses vaksinasi yang kurang adil ini 
mengacaukan seluruh upaya pemberian vaksin karena Amerika Serikat membutuhkan banyak sekali warga 
Amerika, termasuk kaum minoritas, yang harus divaksin guna meningkatkan kekebalan kelompok. 

Para pemimpin politik saat ini di Amerika Serikat, Brasil, India, Indonesia, dan Filipina—yang semuanya 
berkuasa sebagai politikus antisistem dan kerap meremehkan pakar, termasuk ahli epidemiologi dan 
spesialis penyakit menular—juga memperkeruh upaya tanggapan terhadap pandemi. Trump, misalnya, 
berulang kali mengejek konsensus ilmiah tentang langkah-langkah efektif dalam mengendalikan pandemi, 
menambah kekacauan dan kebingungan dalam upaya tanggapan dan mempolarisasi publik dengan cara 
yang mempersulit pengembangan kampanye kesehatan masyarakat anti-COVID-19. 28  Bolsonaro juga 
telah merendahkan pakar ilmiah selama pandemi, menentang tanggapan, dan mengacaukan upaya 
kesehatan masyarakat. Trump, Bolsonaro, Duterte, dan Presiden Indonesia Joko Widodo, yang dikenal 
sebagai Jokowi, telah mempromosikan pengobatan yang belum terbukti untuk COVID-19, seperti 
pengobatan herbal dan obat antimalaria hydroxychloroquine, dan terkadang mengolok-olok konsensus 
ilmiah tentang cara mengatasi pandemi. 29  Bolsonaro terus mengejek upaya pemberian vaksin, dengan 
mengatakan bahwa dirinya tidak akan divaksin—sebuah pesan presiden yang akan menghambat kemajuan 
vaksinasi di negara yang secara historis dikenal dengan kampanye kesehatan masyarakat yang efektif 
melawan penyakit seperti virus Zika.30 Sejatinya, jumlah orang Brasil yang mengatakan mereka tidak akan 
divaksinasi, yang hampir pasti dipengaruhi oleh skeptisisme vaksin Bolsonaro, meningkat lebih dari dua kali 
lipat dalam enam bulan terakhir pada tahun 2020.31 
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Pandemi Menampakkan Sisi Buruk dan Memperparah Masalah 

Pandemi kian mengungkap disfungsi di lima negara demokrasi padat penduduk dan kuat ini. Hal ini telah 
memperkuat ketimpangan ekonomi dan sosial serta mempercepat kemunduran demokrasi.  

C O V I D - 1 9  M E M P E R K U A T  K E T I M P A N G A N  

 
Pidato dan kebijakan lima pemimpin baru-baru ini, di samping sejarah ketimpangan negara mereka, 
menyuarakan bahwa pandemi memberi dampak yang lebih berat kepada kaum minoritas dan warga miskin 
dibandingkan dengan warga kelas menengah, atas, dan warga mayoritas ras, agama, dan etnis. COVID-19 
telah memperdalam ketimpangan di negara-negara ini dalam banyak hal. 

Pandemi memperkuat ketimpangan dalam berbagai hal. Hanya dengan membunuh warga miskin dan 
minoritas per kapita di negara-negara ini, COVID-19, bersama dengan manajemen pandemi negara yang 
tidak efektif, telah menghancurkan keluarga kurang mampu dan minoritas, membiarkan mereka dengan 
penghasil upah potensial yang lebih sedikit untuk masa depan dan mempersulit keuangan mereka 
dibandingkan dengan rekan yang lebih kaya—yang kebanyakan memiliki asuransi yang lebih baik—ketika 
berhadapan dengan biaya perawatan kesehatan selama pandemi. Jumlah kematian per kapita warga miskin 
lebih tinggi dibandingkan dengan warga kelas atas di seluruh negara-negara ini.32 Salah satu contohnya, 
reservasi Indian Amerika telah mengalami wabah dan jumlah kematian COVID-19 terparah, sebagian 
disebabkan karena kurangnya pendanaan selama beberapa dekade oleh pemerintah federal, serta karena 
pemerintahan Trump selama berbulan-bulan yang tidak menyertakan suku Indian Amerika dalam Undang-
Undang Pertolongan dan Bantuan Virus Corona, serta Keamanan Ekonomi (Coronavirus Aid, Relief, and 
Economic Security/CARES), rancangan undang-undang stimulus terkait COVID utama.33  

Kebijakan pemimpin telah memperburuk beragam penderitaan akibat pandemi dengan efek yang 
bertahan lama. Pemerintah Bolsonaro membubarkan Kementerian Kota, yang seharusnya dapat 
membantu memberikan bantuan terkait COVID-19 pada bagian termiskin di wilayah perkotaan Brasil. 
Pemerintah juga tidak memberikan cukup bantuan terhadap sistem kesehatan masyarakat Brasil yang 
terpuruk, yang pada umumnya melayani warga kurang mampu (sementara itu, penduduk Brasil yang 
mampu menggunakan penyedia layanan kesehatan swasta).34  

Kelaparan yang disebabkan oleh pandemi juga menguatkan ketimpangan—ini mempersulit anak-anak 
untuk belajar dan berdampak pada masalah kesehatan jangka panjang. Keluarga Kulit Hitam dan Latin di 
Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan memberi makan keluarga mereka selama 
pandemi dibandingkan dengan keluarga kulit putih.35 

P A S A R  T E N A G A  K E R J A  

Efek virus korona terhadap pasar tenaga kerja memiliki dampak jangka panjang terhadap ketimpangan 
sosial ekonomi. Banyak krisis ekonomi sebelumnya, seperti Resesi Hebat 2008–09, meninggalkan dampak 
jangka panjang yang memperlebar ketimpangan selama sepuluh tahun setelahnya. Kini, di tengah 
meningkatnya pengangguran terkait pandemi, hilangnya pekerjaan terbesar berpusat pada industri upah 
kecil yang kebanyakan mempekerjakan kaum minoritas dan kurang mampu—industri yang pada umumnya 
lebih rentan terhadap risiko kesehatan dibandingkan dengan industri dengan pekerja Amerika bergaji 
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tinggi.36 Bisnis kecil A.S. yang dimiliki minoritas menderita kerugian ekonomi yang tidak proporsional 
selama pandemi, sebagian disebabkan karena mereka secara finansial memang belum aman dibandingkan 
dengan bisnis yang dimiliki warga kulit putih, dan sisanya disebabkan oleh rencana pemerintah federal 
untuk membantu bisnis kecil lebih membantu perusahaan besar alih-alih firma kecil.37 Para perempuan juga 
mengalami kesulitan yang tak kalah besar karena sering kali kewalahan dengan perawatan anak ketika 
sekolah ditutup. Secara keseluruhan, sebuah studi yang dilakukan oleh Washington Post tentang resesi 
disebabkan oleh COVID-19 membeberkan bahwa ini adalah resesi yang paling tidak adil dalam sejarah A.S. 
modern, “memberikan kemunduran ringan bagi mereka yang berada atau di dekat puncak dan pukulan yang 
menyengsarakan bagi mereka yang berada di bawah, berdasarkan analisis Washington Post tentang 
hilangnya pekerjaan di sepanjang spektrum pendapatan”. 38  Dengan adanya perbedaan ini, hilangnya 
pekerjaan di Amerika Serikat kemungkinan besar akan bertahan lama bagi pekerja upah kecil dan industri 
layanan dibandingkan dengan industri gaji besar, di mana pekerja dapat dengan mudah beralih ke bekerja 
jarak jauh dan kemungkinan besar untuk segera pulih setelah pandemi berakhir. 

Kisah pasar tenaga kerja di empat negara demokrasi besar lain tidak jauh berbeda. Semua negara 
demokrasi besar ini mengalami kerugian fantastis dalam keluaran ekonomi pada 2020. Filipina mengalami 
penurunan ekonomi terbesar yang pernah tercatat, Indonesia mengalami penurunan pertamanya dalam dua 
dekade, dan ekonomi India merosot hampir 10 persen tahun lalu. 39  Secara keseluruhan, Bank Dunia 
memperkirakan bahwa pandemi akan mendorong 150 juta jiwa di dunia ke arah kemiskinan pada 2021, dan 
pandemi sebelumnya memperkirakan bahwa COVID-19 akan memiliki dampak ekonomi yang tidak dapat 
segera dipulihkan.40 Meskipun lima negara demokrasi besar ini tidak termasuk dalam negara termiskin di 
dunia, dengan dasar produk domestik bruto (PDB) per kapita, penurunan ekonomi yang berkepanjangan 
yang dibarengi dengan konsentrasi kehilangan pekerjaan di sektor yang didominasi oleh minoritas dan 
warga miskin akan berdampak negatif terhadap prospek pekerjaan, pendapatan, dan kesehatan dari 
kalangan ini ke depannya.  

Di Brasil contohnya, di mana jumlah pengangguran sebelum dimulainya pandemi sudah cukup tinggi, 
penelitian menunjukkan bahwa COVID-19 dapat memiliki efek jangka panjang pada ketenagakerjaan dan 
kemiskinan jika pembuat kebijakan tidak mengatasi kondisi kejatuhan ini dengan program ekonomi yang 
substansial. 41  COVID-19 membuat 83 persen penduduk Brasil ragu akan kemampuan mereka untuk 
bekerja—keraguan berat yang menyerang penduduk Brasil yang kurang mampu.42 Tak jauh berbeda, di 
India, pandemi dapat menyebabkan dislokasi ekonomi bagi penduduk India yang kurang mampu selama 
bertahun-tahun. Banyak penduduk India yang pindah dari wilayah pedesaan ke kota besar demi mencari 
pekerjaan dalam dekade terkini. Selama pandemi, pekerja migran ini sering kali menjadi yang pertama yang 
mengalami pemutusan hubungan kerja dan berbondong-bondong kembali ke kampung halaman, namun 
mereka tidak dapat menemukan pekerjaan yang stabil di wilayah pedesaan dengan sedikit lapangan kerja 
dan menghadapi kendala struktural dan kekeringan yang sering terjadi.43 
 Selain itu, pemimpin politik di banyak negara demokrasi ini telah mengambinghitamkan warga kurang 
mampu dan minoritas selama COVID-19, yang menimbulkan cedera fisik langsung dan berpotensi 
menjadikan perusahaan enggan merekrut mereka, menghalangi prospek ekonomi warga miskin dan 
kelompok minoritas. Di India contohnya, politikus terkemuka di partai penguasa Modi telah mencetuskan 
teori konspirasi dan menyalahkan orang Muslim karena menyebarkan COVID-19 tanpa adanya bukti.44 
Teori konspirasi yang terpolarisasi ini memiliki konsekuensi: teori ini nyaris menyebabkan lonjakan 
serangan pada warga Muslim di India dan dapat mendorong banyak warga Muslim keluar dari sektor 
informal ekonomi, membuat mereka kehilangan pekerjaan dan pendapatan.45 Kemungkinan besar mereka 
tidak dapat memperoleh pekerjaan kembali karena seluruh perekonomian India tengah mengalami krisis; 
India mengalami satu dari penurunan ekonomi besar terparah, memaksa ratusan juta jiwa jatuh ke jurang 
kemiskinan.46  
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K E K A Y A A N  D A N  A S E T   

Pandemi ini juga akan memperburuk ketimpangan dalam hal pemegang kendali kekayaan dan aset di 
Amerika Serikat. Karena warga miskin dan minoritas di Amerika Serikat telah mengendalikan kekayaan 
dan aset yang lebih sedikit daripada warga Amerika kulit putih yang lebih kaya, jurang berkelanjutan 
terhadap pasar tenaga kerja ini lebih lanjut akan memperlebar ketimpangan kekayaan. Indeks pasar saham 
A.S., sumber kekayaan penting bagi penduduk Amerika kelas menengah dan atas, telah pulih dari posisi 
rendah pandeminya, namun kebanyakan penduduk Amerika berpendapatan rendah hampir tidak memiliki 
saham—studi oleh Federal Reserve menunjukkan bahwa hanya sepertiga dari 50 persen penduduk Amerika 
termiskin yang memiliki saham. 47 Sementara itu, pandemi menghabiskan kekayaan dan aset penduduk 
Amerika kelas menengah ke bawah, dan mereka memperoleh sedikit keuntungan dari naiknya pasar saham. 
Kelompok kurang mampu dan minoritas di Amerika Serikat juga kemungkinan besar akan kehilangan 
rumah mereka selama pandemi, mengambil hal yang sering kali menjadi aset paling berharga mereka.48 

P E N D I D I K A N  D A N  A N A K - A N A K   

Sementara itu, anak-anak kurang mampu mengalami penderitaan terburuk dari peralihan ke sekolah jarak 
jauh di Amerika Serikat dan beberapa di negara demokrasi besar lain; efek dramatis dari pandemi terhadap 
pendidikan lebih lanjut akan memperdalam ketimpangan di negara ini, merugikan anak-anak dari golongan 
miskin sepanjang hidup mereka. Sekitar setengah dari seluruh anak-anak Amerika masih menjalani sekolah 
jarak jauh, yang terbukti kurang efektif dibandingkan pembelajaran langsung, khususnya bagi anak-anak 
kurang mampu dengan akses komputer dan internet terbatas, serta orang tua yang tidak memiliki pekerjaan 
yang memungkinkan mereka bekerja dari rumah dan memantau pembelajaran jarak jauh. Sementara itu, 
negara demokrasi yang lebih kaya, lebih setara, dan berjalan lebih baik, seperti di Australia, Selandia Baru, 
dan Eropa menyediakan pembelajaran langsung dibandingkan Amerika Serikat dan pada umumnya 
menemukan cara untuk membuat pembelajaran langsung lebih aman.49 

Persentase anak-anak Amerika kurang mampu yang belajar jarak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 
anak-anak dari golongan lebih berada, yang orang tuanya dapat membayar agar mereka dapat belajar di 
sekolah swasta secara langsung, menyewa guru les, atau mengambil langkah lain untuk menciptakan 
pembelajaran langsung, dan perbedaan ini akan menciptakan dampak seumur hidup. 50  Studi yang 
dilaksanakan oleh McKinsey & Company menemukan bahwa beberapa siswa dari keluarga berpendapatan 
rendah akan tertinggal selama kurang lebih setahun pembelajaran dibandingkan rekannya akibat dampak 
COVID-19 dan sekolah yang ditutup.51 Kesenjangan pendidikan antara anak-anak kurang mampu yang 
bersekolah jarak jauh dengan anak-anak mampu yang menghadiri sekolah langsung akan secara permanen 
menghambat pendapatan anak-anak kurang mampu setelah mereka dewasa.52  

Di India, Indonesia, dan Filipina, dan negara berkembang lainnya, sekolah jarak jauh kurang efektif, 
terutama bagi anak-anak kurang mampu, yang kebanyakan tidak memiliki akses internet sama sekali. 53 
Studi yang dilaksanakan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa 1,6 miliar anak, sebagian besar tinggal di 
negara berkembang, mengalami penutupan sekolah akibat COVID-19. 54  Di negara berkembang ini, 
periode era pandemi di mana anak-anak dari keluarga miskin tidak memperoleh instruksi apa pun dapat 
merusak penghasilan seumur hidup mereka lebih parah dibandingkan dengan anak-anak kurang mampu di 
Amerika Serikat. 
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C O V I D - 1 9  M E N U M B U H K A N  K E M U N D U R A N  D E M O K R A S I  

Pemimpin terkini dari negara demokrasi besar ini, seperti halnya rekan mereka di era COVID-19, telah 
menggunakan pandemi untuk memperluas kekuasaan eksekutif mereka. Lima sosok ini memiliki sifat yang 
berbeda terkait iliberalisme mereka dan cara mereka menggunakan pandemi untuk lebih lanjut memusatkan 
kekuasaan mereka. Dari Duterte, yang memantau langkah darurat yang hampir mendekati otoritarianisme, 
hingga Jokowi, satu dari lima pemimpin yang paling enggan untuk melakukan kompromi terhadap norma 
demokrasi. Dan masing-masing dampak pemimpin terhadap demokrasi telah dibatasi oleh kekuatan—atau 
kelemahan—dari lembaga negaranya. Norma dan lembaga lebih sulit untuk dirongrong bagi Trump, Modi, 
dan Bolsonaro dibandingkan Duterte; Amerika Serikat dan India memiliki tradisi demokrasi yang lebih 
lama dan pertahanan politik yang lebih kuat, dan pengadilan serta kongres Brasil terkadang menghalangi 
Bolsonaro. 

Meskipun demikian, kelima pemimpin telah menyerang sejumlah lembaga, seperti kehakiman, birokrasi, 
masyarakat sipil, aparat pemilu, dan media independen. Pemerintah ini sering kali meningkatkan serangan 
terhadap norma dan lembaga selama pandemi, ketika kelompok masyarakat sipil mengalami lebih banyak 
kesulitan mengadakan demonstrasi dan penduduknya terganggu oleh ketakutan mereka (yang wajar) akan 
kesehatan dan keluarga mereka. Duterte telah menutup saluran penyiaran, seperti penyiaran Filipina ABS-
CBN, dan sekutunya di badan legislatif Filipina telah memberikan kekuasaan darurat yang besar kepada 
presiden mereka, yang tampaknya untuk melawan virus korona baru. Di bawah hukum baru, pemerintah 
memiliki otoritas untuk meringkus penduduk tanpa surat perintah. 55  Pemerintahan Modi telah 
memolitisasi pengadilan India dan menggunakan virus korona untuk lebih lanjut menekan media India, 
yang berada dalam tekanan partai Modi dan bisnis yang memihak perdana menteri.56  

Sementara itu, pemerintahan Trump menggalakkan kampanyenya melawan jenderal inspektur 
independen dalam lembaga pemerintahan selama pandemi dan secara bertahap mempertahankan 
pimpinan kabinet tanpa persetujuan kongres dan melanggar hukum, di samping upaya lain. 57 
(Pemerintahan Joe Biden baru berjanji untuk memulihkan lembaga dan norma, namun apakah 
pemerintahan baru ini dapat memperbaiki kerusakan masih belum diketahui.) Meskipun tidak seliberal 
yang lain, Jokowi telah memantau tindakan keras pada kritik masyarakat sipil terhadap pemerintah, yang 
diungkapkan sebagai pencegahan kritik terhadap tanggapan COVID-19 pemerintah. Pemerintahan Jokowi 
juga telah menghidupkan kembali penggunaan angkatan bersenjata dalam urusan domestik, termasuk 
dalam pertempuran pandemi, meningkatkan rasa takut terhadap otoritarianisme di negara yang, selama 
kediktatoran lama Soeharto, memainkan peran utama, dan sering kali peran yang brutal, dalam politik 
domestik.58 Pemerintahan Jokowi lebih lanjut membentuk kekuasaan darurat selama pandemi yang telah 
mengurangi kemandirian pemerintahan setempat dan regional.59 

Lima demokrasi besar ini adalah simbol tren yang lebih besar, karena pandemi telah menyebabkan 
kemunduran demokrasi hampir di seluruh dunia. Namun, arah negara-negara ini mengusung beban khusus 
secara regional dan internasional karena mereka memimpin demokrasi terbesar di dunia. Studi tahun 2020 
oleh Freedom House menunjukkan bahwa pandemi telah “meningkatkan krisis demokrasi di seluruh dunia, 
memberikan perlindungan bagi pemerintah untuk mengganggu pemilu, membungkam kritik dan media, 
dan mengacaukan akuntabilitas yang dibutuhkan untuk melindungi hak asasi manusia serta kesehatan 
masyarakat.” Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi hak dan demokrasi telah memburuk di delapan 
puluh negara sejak timbulnya pandemi.60 Indeks tahunan demokrasi global Economist Intelligence Unit, 
yang diterbitkan pada Februari, memiliki temuan yang nyaris sama dengan studi milik Freedom House. 
Temuan tersebut menyatakan bahwa “di seluruh dunia pada 2020, penduduk mengalami pengurangan 
terbesar dalam kemerdekaan individu yang pernah diambil pemerintah selama masa damai” dan bahwa 
demokrasi secara global berada di titik terlemahnya sejak indeks diluncurkan pada 2006.61 
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Rekonsiliasi dan Reformasi 

Terlepas dari semua kesuraman tersebut, sejarah guncangan besar, seperti bencana alam, resesi atau depresi, 
dan gelombang penyakit sebelumnya menunjukkan bahwa kejadian tersebut, jika ditangani melalui 
penyusunan kebijakan yang efektif, dapat memupuk rekonsiliasi sosial dan mendorong reformasi politik 
dan ekonomi yang dramatis. Studi terkini dari Organisasi Dana Abadi Carnegie untuk Perdamaian 
Internasional menunjukkan bagaimana guncangan, seperti tsunami Samudra India pada 2004 dan bencana 
nuklir Fukushima pada 2011 di Jepang mendorong rekonsiliasi politik dan sosial.62  

Sebaliknya, bukti sejarah yang beragam menunjukkan bahwa ketika keadaan darurat besar ditangani 
dengan buruk, hal ini dapat meningkatkan rasa tidak percaya kepada pemerintah, sosial, dan polarisasi 
politik, ketimpangan, dan lahirnya pemimpin otoriter yang tidak liberal. Keadaan darurat masa lampau yang 
tidak ditangani secara efektif oleh pembuat kebijakan, seperti Depresi Besar, tidak berakhir dengan mulus. 
Di banyak negara, depresi memupuk polarisasi politik yang kuat, ketidakpuasan massal terhadap 
demokrasi, penerimaan otoritarianisme, dan pada akhirnya terjadinya konflik dalam negara terbesar dan 
paling mematikan dalam sejarah umat manusia.  

Di beberapa demokrasi kecil, pandemi saat ini telah memercik upaya rekonsiliasi sosial dan politik. 
Politikus di Kanada, Selandia Baru, Afrika Selatan, dan Korea Selatan, di antara negara lainnya, telah bersatu 
untuk mengembangkan strategi dalam menangani COVID-19 dan memanfaatkan ancaman pandemi untuk 
menangani polarisasi dan menggalakkan kesetaraan. Menggalakkan kesatuan dan menangani ketimpangan 
telah terbukti populer secara politik, dan politikus pada umumnya mencondongkan diri ke strategi yang 
membantu menjaga popularitas mereka dan memenangkan pemilihan. Doug Ford, Perdana Menteri 
Ontario, politikus yang dikenal memolarisasi sebelumnya, telah meraih kepercayaan tingkat tinggi di 
seluruh partai politik dengan menawarkan kepemimpinan yang jelas dan transparan, serta bekerja dengan 
pembuat kebijakan dari beragam lini partai selama keadaan darurat.63 Moon Jae-in, Presiden Korea Selatan, 
memanfaatkan kesatuan nasional negaranya untuk mencoba mengurangi intensitas perpecahan politik 
sayap kiri dan kanan negara selama mengawasi upaya tanggapan COVID-19 yang efektif. Di Afrika Selatan, 
Presiden Cyril Ramaphosa dengan sengaja memanfaatkan kesatuan negara yang dipicu oleh COVID-19 
untuk menggalakkan rekonsiliasi negara dan memerangi polarisasi serta ketimpangan.64 Dan di Selandia 
Baru, Perdana Menteri Jacinda Ardern telah menggabungkan pendekatan yang efektif untuk mengatasi 
COVID-19 dengan serangkaian pesan pidato yang menekankan persatuan Selandia Baru. Ia dianugerahi 
dengan kemenangan pemilihan terbesar dalam sejarah Selandia Baru modern pada Oktober 2020.65  
 
 
 
  



 13 

Langkah ke Depan 

Lima negara demokrasi, yaitu Amerika Serikat, India, Indonesia, dan Filipina dihantui oleh masalah politik, 
ekonomi, dan sosial yang besar. Tantangan ini diperburuk dengan kepemimpinan yang terpolarisasi dan 
sering kali kurang mumpuni, baik sebelum dan selama pandemi. Permasalahan yang besar dan pelik 
menyiratkan makna bahwa hal ini tidak dapat diselesaikan dengan cepat atau mudah. Daftar ide kemajuan 
apa pun hanya dapat digunakan sebagai titik loncatan; beberapa pakar politik A.S., misalnya, meyakini 
bahwa polarisasi politik, ketimpangan sosial ekonomi, dan rusaknya kohesi sosial sangatlah parah sehingga 
politik negara tersebut tidak dapat diselamatkan dan Amerika Serikat pada dasarnya menjadi tidak dapat 
diatur.66  

Tetapi, tata kelola yang efektif menghadirkan keuntungan politik dan kebijakan, bahkan bagi pemimpin 
yang sangat terpolarisasi. Ini melejitkan popularitas pemimpin, juga mungkin prospek elektabilitas mereka. 
Sementara itu, dampak serius dari krisis ini menghadirkan peluang bagi pemimpin untuk menangani 
dengan serius serta mendorong reformasi besar demi menangani tantangan ekonomi dan politik negara ini 
yang telah menggurita. Banyak dari reformasi ini yang seharusnya menciptakan agenda politik yang 
berfokus pada hal yang disebut oleh Jacob Hacker dari Yale University sebagai “pradistrisbusi”—
menerapkan langkah yang menangani ketimpangan dan menjadikan pertumbuhan lebih inklusif dari bawah 
ke atas, selain mengenakan pajak kepada masyarakat.67 

Secara keseluruhan, pemimpin harus mempertimbangkan langkah reformasi berikut: 
 
Memanfaatkan persatuan singkat yang ditimbulkan oleh COVID-19 demi secara agresif memajukan 
rekonsiliasi nasional dan kepercayaan publik. Bahkan di lima negara demokrasi besar yang sangat 
terpolarisasi ini, jajak pendapat menunjukkan bahwa sejumlah besar persentase penduduk ingin mengatasi 
polarisasi dalam menangani COVID-19—dan mungkin juga melawan masalah ketimpangan yang lebih 
luas. Sebagai contoh, meski keberpihakan terkait COVID-19 di Amerika Serikat tampak tidak menarik , 
jajak pendapat mengungkapkan bahwa warga Amerika kebanyakan ingin bekerja sama untuk melawan 
virus dan bahwa sebagian besar warga Amerika memiliki pandangan yang sama mengenai cara terbaik 
untuk menangani COVID-19.68 Lebih luas lagi, penelitian dari organisasi More in Common menyebutkan 
bahwa di berbagai negara, “pandemi telah menciptakan rasa kebersamaan yang baru” dan keinginan 
bersama untuk bekerja sama demi mengatasi masalah serta membangun kembali kepercayaan publik, yang 
sangat vital bagi fungsi pemerintah, baik selama pandemi ataupun dalam situasi normal.69  

Pembuat kebijakan di lima negara ini harus memanfaatkan momen ini, dengan menggunakan keinginan 
sosial untuk bersatu demi memajukan rekonsiliasi nasional dan menekan polarisasi, seperti yang telah 
dilakukan pemimpin seperti Ramaphosa dan Moon di pemerintahan yang lebih kecil. Pemimpin seperti 
Bolsonaro atau Modi belum tentu dapat melakukannya. Sejumlah pembuat kebijakan populis di Amerika 
Serikat, Brasil, dan India telah menggunakan pandemi demi melejitkan polarisasi, sehingga kepercayaan 
publik pada pemerintah dan segala jenis keahlian kian merosot. Akan tetapi, upaya memanfaatkan pandemi 
untuk menciptakan polarisasi ini telah mencederai upaya penanganan pandemi di negara-negara tersebut, 
yang pada akhirnya menjadi bumerang bagi elektabilitas mereka. Buruknya penanganan dan polarisasi 
pandemi selama kepemimpinan Trump, misalnya, turut andil dalam kekalahan Trump saat pemilihan ulang. 
Presiden petahana A.S. jarang menelan kekalahan saat pemilihan ulang, dan studi yang dirilis setelah pemilu 
oleh profesor ilmu politik Leonardo Baccini, Abel Brodeur, dan Stephen Weymouth mengungkapkan 
bahwa seandainya Trump menerapkan langkah yang sedikit lebih efektif dalam menangani pandemi dan 
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efek resesinya, dia akan dapat memenangkan pemilu. 70  Sebaliknya, gubernur A.S. dari kubu Partai 
Demokrat dan Republik yang mendorong adanya kesatuan dan mengembangkan tanggapan yang cukup 
efektif terhadap pandemi mendapatkan tingkat persetujuan yang tinggi dari partisan Partai Demokrat 
maupun Republik.71  

Secara retorik, pembuat kebijakan di lima negara demokrasi besar ini harus menyoroti bagaimana jajak 
pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar mayoritas masyarakat ingin bekerja sama, jemu dengan 
polarisasi, dihantui rasa takut jika kegagalan menuju tribalisme politik dapat menimbulkan otoritarianisme 
yang jauh lebih besar dan kekerasan yang kentara, serta memiliki banyak sasaran kebijakan yang sama. 
Upaya memajukan rekonsiliasi ini harus menekankan bahwa pendekatan ini berasal dari dukungan akar 
rumput, bukan perintah dari atas ke bawah. 
 
Mendorong reformasi demokrasi sistemis terhadap sistem politik dan elektoral, serta menghukum pelaku 
yang secara agresif menggalakkan polarisasi. Ini antara lain dapat termasuk menggalakkan pengambilan 
suara berpreferensi, kampanye yang didanai publik, serta penunjukan distrik yang adil dan representatif 
dalam pemilu negara bagian dan federal. Pemerintahan Biden telah merangkul reformasi tata kelola 
komprehensif yang dirancang untuk mendukung hak pengambilan suara serta mengurangi pembatasan 
daerah pemilihan partisan, yang cenderung meleburkan kekuatan pemilih minoritas.72  

Pembuat kebijakan juga harus mengambil langkah hukuman tegas terhadap mereka yang ingin 
memanfaatkan krisis demi menggalakkan polarisasi dan menyasar kelompok minoritas. Langkah ini dapat 
meliputi tekanan dari jenjang legislatif dan eksekutif pada platform media sosial untuk menindak ungkapan 
kekerasan serta upaya untuk menghukum politikus yang menyebarkan kebencian terhadap kelompok 
minoritas atau yang secara umum menggalakkan polarisasi dan tindakan antidemokrasi. Hukuman tersebut 
dapat meliputi pencopotan dari posisi penting oleh ketua partai atau mengeluarkan mereka dari partai, yang 
akan menjadi pesan kuat bagi pelaku lain. Misalnya, setelah Perwakilan Negara Bagian Michigan dari Partai 
Republik, Gary Eisen, pada Desember 2020 mengisyaratkan akan memicu kekerasan selama pertemuan 
pemilih presidensial Michigan, Partai Republik Michigan langsung mencopotnya dari jabatan komite.73 Ini 
cukup adil, mengingat masa jabatan legislatif negara bagian akan segera berakhir. Apabila mereka ingin 
menekan polarisasi dan membangun kembali kepercayaan publik, partai politik dan pemimpin partai harus 
mengambil langkah lebih kuat dan tegas dalam menangani anggotanya yang mencoba melakukan polarisasi 
dan menggalakkan tindakan antidemokrasi. Akan tetapi, pada akhirnya, semua kembali ke tangan pemilih 
untuk menghukum politikus yang paling mempolarisasi di bilik suara, sehingga dapat mendorong 
pemimpin politik agar menjadi lebih moderat dan berkompromi. 
 
Memanfaatkan keadaan darurat untuk memajukan pemikiran kebijakan terobosan baru yang mampu 
memberantas ketimpangan yang meningkat. Keadaan darurat dapat memantik pemikiran baru bagi semua 
kebijakan. COVID-19 telah menyibak ketimpangan dan kelemahan politik yang begitu nyata di lima negara 
ini—bagi publik dan bahkan bagi banyak pembuat kebijakan yang selama ini mengabaikan masalah yang 
telah mengakar di negara ini. Sejumlah pemimpin di lima negara demokrasi besar ini telah melakukan 
reformasi dramatis yang sebelumnya ditentang—baik karena mereka benar-benar berubah ataupun takut 
kehilangan jabatan jika tidak mengubah taktiknya.  

Di India, Modi dan partai yang berkuasa telah mendorong sejumlah reformasi ekonomi paling 
komprehensif selama beberapa dekade terakhir, yang sebagian untuk menanggapi kehancuran ekonomi 
akibat COVID-19 yang memaksa ekonomi India memasuki kontraksi besar.74 Di Amerika Serikat, Presiden 
Biden, yang telah dikenal sebagai seorang sentris dari Demokrat, maju dalam pemilu 2020 menggunakan 
kebijakan paling progresif selama sejarah modern Partai Demokrat di tengah pandemi dan derasnya protes 
dari seantero negeri atas keadilan rasial, serta telah mengajukan proposal yang berani untuk mengubah 
imigrasi, menangani dampak COVID-19 terhadap kesehatan publik, melawan kemiskinan anak dan 
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ketimpangan ekonomi, serta merangsang pertumbuhan ekonomi. Kebijakan Partai Demokrat termasuk 
sumpah untuk melipatgandakan pengeluaran pemerintah bagi keluarga berpendapatan rendah dan secara 
drastis memperluas prakarsa kesejahteraan sosial lainnya, termasuk dengan membuat opsi asuransi 
kesehatan publik. 75  Pada Maret, Dewan dan Senat yang mayoritas dikuasai oleh Partai Demokrat ini 
meloloskan proposal tersebut dan Presiden Biden menandatangani undang-undang stimulus sebesar 
US$1,9 triliun, yang berisi program baru yang masif demi menangani kemiskinan anak dalam jangka 
panjang serta langkah untuk membantu sekolah, pemerintah negara bagian dan setempat, serta komunitas 
dan individu lain yang amat terpukul dalam jangka pendek. 76  Sementara itu, sejumlah pemimpin dan 
politikus Partai Republik, termasuk Senator Florida Marco Rubio dan Senator Utah Mitt Romney, telah 
memperhatikan peningkatan disfungsi pemerintah Amerika Serikat dan mengerahkan reformasi besar 
dalam menanggapinya, termasuk jenis kebijakan industri baru, upaya untuk mengurangi kemiskinan anak 
dan ketimpangan, serta langkah menekan monopoli di sektor tertentu.77 Rubio dan Romney tak sendiri. 
Sejumlah kelompok pemikir konservatif, lembaga penelitian, dan publikasi telah menunjukkan penerimaan 
lebih besar atas pemikiran terobosan baru dalam menangani masalah ekonomi Amerika Serikat yang begitu 
dalam. Misalnya, publikasi konservatif populis American Affairs, yang awalnya menyatakan diri sebagai 
pendukung Trump, tetapi setelah bergeser ke populisme yang condong ke sayap kanan, telah menyambut 
baik gagasan seperti memangkas monopoli, memajukan kebijakan industri modern, dan reformasi besar 
lain yang dirancang demi melejitkan pertumbuhan serta menangani ketimpangan di Amerika Serikat.78 

Pembuat kebijakan lain di lima negara demokrasi ini harus merenungkan keadaan darurat yang terjadi 
serta menanggapi pandemi dengan reformasi besar yang dibuat demi mengurangi ketimpangan sosial dan 
ekonomi. Secara retorik, pemimpin dan politikus oposisi harus menyambut reformasi ekonomi yang paling 
berani dan dengan jangkauan paling luas, yang dirancang demi mengamankan keadaan darurat dengan 
segera dan menjadikan pertumbuhan lebih adil. Bagaimanapun, periode saat pertumbuhan ekonomi 
bergerak naik dan meluas cenderung menjadi era saat kompromi politik lebih mudah dan tribalisme politik 
menjadi surut. Sebagaimana disebutkan dalam makalah terkini karya sosiologi Jack A. Goldstone dan 
ilmuwan Peter Turchin mengenai polarisasi Amerika Serikat , masyarakat yang kooperatif dan saling 
percaya di Amerika Serikat sebagian dibangun berkat pertumbuhan bersama pada masa lalu, khususnya 
pada 1930-an dan 1970-an. Namun demikian, saat ini mereka berdalih bahwa politik A.S. telah bergeser 
(seperti halnya politik di negara seperti Brasil dan Filipina) dan pemimpin elite politik semakin giat “mencari 
dukungan dari kelas pekerja bukan dengan berbagi kekayaan atau dengan memperluas layanan publik dan 
berkorban demi memperbaiki kepentingan bersama, tetapi dengan membujuk kelas pekerja bahwa mereka 
dikelilingi musuh yang membenci mereka … dan ingin mengambil sedikit harta yang mereka miliki. Pola ini 
menimbulkan polarisasi dan ketidakpercayaan serta berhubungan erat dengan konflik sipil, kekerasan, dan 
kemerosotan demokrasi,” yang begitu kentara dalam politik A.S. pada beberapa bulan terakhir.79 

 
Menggunakan segala langkah ekonomi yang dapat dilakukan demi menanggulangi kerugian ekonomi 
akibat pandemi serta mengatasi cara COVID-19 menimbulkan ketimpangan lebih lanjut. Pemerintah 
harus memberikan sebanyak mungkin stimulus, idealnya melalui program bantuan tunai dan menyisihkan 
kekhawatiran tentang dampaknya terhadap utang dan anggaran negara nanti, khususnya mengingat 
rendahnya suku bunga di berbagai negara. Program bantuan tunai berskala besar ini akan membantu 
mengurangi kerugian ekonomi akibat pandemi dalam jangka waktu lama bagi masyarakat paling miskin dan 
dapat memberikan manfaat besar dalam menangani ketimpangan. Mereka juga harus memanfaatkan 
maraknya dukungan untuk memperluas asuransi kesehatan publik, yang sebagian dipicu oleh pandemi, agar 
sebisa mungkin memperluas program asuransi kesehatan nasional. Pendekatan ini akan berpengaruh besar 
terhadap warga miskin serta banyak kelompok minoritas, sekaligus dapat mengurangi ketimpangan sosial 
ekonomi. Pembuat kebijakan harus menggunakan peluang pada masa pandemi ini untuk membuka pasar 
domestik, seperti pasar pertanian India, yang terperosok dalam birokrasi, dan dapat menyediakan pekerjaan 
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baru di tengah pengangguran massal yang terjadi di kalangan warga miskin. Modi telah mendorong 
reformasi ini, yang disebut-sebut sebagai langkah paling komprehensif di India dalam tiga dekade terakhir, 
yang termasuk langkah signifikan bagi sektor pertanian yang sangat diatur dan berencana untuk 
memperluas program asuransi sosial nasional India.80  
 
Memastikan reformasi besar ini diterapkan secara demokratis. Di sejumlah negara demokrasi besar ini, 
seperti Indonesia dan Filipina, para pemimpin telah memanfaatkan pandemi demi menghimpun kekuatan 
eksekutif. Di negara lain seperti India, pemimpin telah mendorong reformasi penting, tetapi dengan cara 
yang relatif tidak demokratis. Pemerintahan Modi, misalnya, mendorong reformasi pertanian dan tenaga 
kerja yang dapat menopang ekonomi India, dengan sedikit diskusi di parlemen dan debat publik, sembari 
terus merendahkan dan menekan media.81 Di Indonesia, Presiden Jokowi telah mendorong perundang-
undangan besar yang dirancang untuk memangkas birokrasi, mendorong investasi, dan menata ulang pasar 
kerja, tetapi juga meneruskan langkah ini ke jenjang legislatif, meski dihujani protes dari publik dan dengan 
sedikit sekali konsultasi kepada publik, sembari mencoba membatasi masyarakat sipil.82 Sekalipun langkah 
ini secara efektif mendorong pertumbuhan dan mungkin menangani ketimpangan, meloloskannya tanpa 
pertimbangan signifikan dari publik dan legislatif mencederai kepercayaan publik. Pembuat kebijakan harus 
memastikan reformasi besar diloloskan setelah dibahas secara matang dengan publik, termasuk diskusi 
terbuka dan transparan di jenjang legislatif nasional. Pada saat bersamaan, pemimpin harus menahan 
godaan untuk memanfaatkan pandemi guna mengonsolidasikan lebih banyak kekuatan eksekutif dengan 
memastikan setiap langkah yang memberi mereka kekuatan darurat lebih besar memiliki batas waktu 
perundang-undangan yang jelas.83 
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Kesimpulan  

Apabila Amerika Serikat, Brasil, India, Indonesia, dan Filipina dapat memupuk rekonsiliasi sosial dan 
menggalakkan reformasi ekonomi dan politik transformatif di negaranya, peralihan ini akan menghadirkan 
manfaat langsung yang bertahan lama. Ini akan melindungi dari pukulan kesehatan dan ekonomi yang 
memilukan akibat pandemi serta membantu negara ini mengatasi ketimpangan sosial yang telah lama 
terjadi dan mengancam stabilitas mereka. Reformasi tersebut juga mungkin menghadirkan manfaat 
kesehatan publik yang signifikan: rekonsiliasi yang meningkatkan kepercayaan intrasosial publik dapat 
membantu menyiapkan negara agar lebih baik dalam menangani bencana di masa depan, termasuk 
pandemi.84 

Perubahan efektif di lima negara besar ini juga akan menguntungkan dunia secara lebih luas. Mengingat 
ukuran lima negara ini serta kepemimpinan regional dan global mereka, dunia akan menyaksikan jika 
mereka dapat memanfaatkan pandemi demi menangani disfungsi politik yang kian meroket serta membuat 
perubahan struktural pada keadaan ekonomi dan masyarakatnya.  

Bagaimanapun, demokrasi mengalami kemunduran hampir di seluruh dunia, meski lima negara ini 
merupakan contoh yang paling mencolok. Banyak negara kesulitan menangani melonjaknya polarisasi, 
meningkatnya kebencian pada keahlian, dan melesatnya ketimpangan—pada saat yang sama, kelompok 
yang secara historis terpinggirkan lebih banyak angkat suara. Dalam survei terkininya seputar kebebasan 
global, Freedom House menyebut bahwa dunia telah mengalami kemunduran demokrasi selama lima belas 
tahun.85  

Kegagalan untuk menerapkan reformasi substansial dapat memiliki konsekuensi berbahaya—baik bagi 
keadaan ekonomi lima negara ini dan bagi sistem politik mereka yang kian terpolarisasi. Jika pandemi 
mengakibatkan stagnasi ekonomi atau resesi berkepanjangan di negara demokrasi besar ini, hal tersebut 
akan lebih lanjut menimbulkan ketimpangan ekonomi dan sosial yang dalam. Selain itu, kemerosotan 
ekonomi secara berkelanjutan dapat menjadikan lebih banyak politikus tergoda untuk 
mengambinghitamkan berbagai kelompok, menyulut polarisasi, dan menobatkan diri mereka sebagai satu-
satunya solusi bagi kegagalan sistem politik ini. Dalam melakukannya, mereka akan memupuk 
ketidakpercayaan lebih besar bagi segala keahlian dan mengakibatkan degradasi demokrasi lebih lanjut.86 
Dinamika ini akan mengurangi kepercayaan publik kepada pemerintah serta menyulitkan pemimpin 
mendatang memupuk kompromi dan melawan tindakan antidemokrasi. Dan karena lima negara ini 
termasuk negara demokrasi terkuat dan terpadat di dunia, arah politik mereka—bahkan arah yang terus 
menurun—menjadi contoh bagi negara demokrasi lain.  
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